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Perekrutan. Penempatan.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 84 TAHUN 2013
TENTANG
PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Perhubungan tentang Perekrutan dan Penempatan Awak
Kapal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang
Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya
Dasar-Dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk
Berunding Bersama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1956 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1050);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat
Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4356);
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. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang

Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di
Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4445);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pengesahan ILO Convention No. 185 Concerning Revising
The Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958
(Konvensi ILO No. 185 Mengenai Konvensi Perubahan
Dokumen Identitas Pelaut, 1958) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4800);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5216);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5208);

10.Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986 tentang

Pengesahan International Convention on Standards of
Training Certification and Watchkeeping for Seafarers
1978, sebagaimana telah diubah dengan Amandemen
Tahun 1995;

11.Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990 tentang

Pengesahan Convention 144 Convention Concerning
Tripartite Consultations to Promote The Implementation of
International Labour Standards (Konvensi Organisasi
Perburuhan Internasional Nomor 144 Mengenai
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Konsultasi Tripartit Untuk Meningkatkan Pelaksanaan
Standar Perburuhan Internasional);

12.Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia,;

13.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

14.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor
38 Tahun 2013;

15.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PEREKRUTAN DAN PENEMPATAN AWAK KAPAL
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Perusahaan Angkutan Laut adalah perusahaan angkutan laut
berbadan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan angkutan laut
di dalam wilayah perairan Indonesia dan/atau dari dan ke pelabuhan
di luar negeri.

Usaha Keagenan Awak Kapal (Ship Manning Agency) adalah usaha jasa
keagenan awak kapal yang berbentuk badan hukum yang bergerak di
bidang rekrutmen dan penempatan awak kapal di atas kapal sesuai
kualifikasi.

Serikat Pekerja adalah organisasi pekerja yang sesuai dengan
ketentuan nasional dan/atau organisasi pekerja internasional yang
berafiliasi dengan serikat pekerja/serikat buruh internasional.

Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)/Collective Bargaining Agreement
(CBA) adalah perjanjian kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani
oleh perusahaan angkutan laut dan/atau pemilik dan/atau operator
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10.
11.

(1)
(2)

(3)

(1)

kapal dengan serikat pekerja pelaut dan diketahui oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut.

Perjanjian Kerja Laut (Seafarers’s Employment Agreement) adalah
perjanjian kerja perseorangan yang dibuat oleh perusahaan angkutan
laut atau perusahaan keagenan dengan pelaut yang akan
diperkerjakan sebagai awak kapal.

Kesepakatan Kerja adalah kesepakatan antara pekerja/pelaut mandiri
dengan pemilik/operator kapal yang wajib diketahui oleh pejabat yang
ditunjuk atau perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang
terdekat.

Pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian
dan/atau keterampilan sebagai awak kapal.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal
oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal
sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam buku sijil dan/atau
perjanjian kerja laut.

Pelaut Mandiri adalah pelaut yang melakukan ikatan kontrak dengan
perusahaan pelayaran asing dengan tidak melalui agen.

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
Menteri adalah Menteri Perhubungan.
Pasal 2

Kegiatan usaha keagenan awak kapal dilakukan oleh badan usaha
yang didirikan khusus untuk usaha keagenan awak kapal.

Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan
perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha
keagenan awak kapal dari Menteri.

Perusahaan angkutan laut nasional dapat melaksanakan kegiatan
perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan
perusahaan angkutan laut nasional sendiri.

BAB Il
TATA CARA DAN PROSEDUR PERIZINAN
Bagian Kesatu
Persyaratan dan Kelengkapan
Pasal 3

Izin usaha keagenan awak kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (2) diberikan setelah memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis.
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Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. berbentuk perseroan yang berbadan hukum Indonesia;

b. memiliki akte pendirian lengkap sampai akte perubahan terakhir
yang dilengkapi surat keputusan pengesahan oleh Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia,;

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
memiliki surat keterangan domisili;
salinan KTP pemilik perusahaan;

- ® a o

memiliki bank data (electronic database) pelaut yang telah
ditempatkan di atas kapal;

g. memiliki perjanjian keagenan (manning agreement) dengan pemilik
kapal/operator kapal (principal) yang terdiri dari:

1) surat penunjukan (letter of appointment) dan wajib diketahui
oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang berkedudukan
di luar negeri;

2) surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di
negara masing-masing (commercial registration) dan wajib
diketahui oleh perwakilan Indonesia bagi principal yang
berkedudukan di luar negeri;

3) Kesepakatan Kerja Bersama (KKB/Collective Bargaining

Agreement/CBA) dengan serikat pekerja;

4) surat kuasa untuk bertindak atas nama pemilik
kapal/operator kapal (power of attorney to act on behalf of
principal) hanya untuk proses perekrutan dan penempatan
awak kapal; dan

5) salinan draft PKL dari pemilik kapal/operator kapal.

h. daftar nama tenaga ahli serta salinan sertifikat kompetensi
sebagaimana dipersyaratkan yang telah dilegalisir.

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. memiliki kantor yang dibuktikan dengan sertifikat  kepemilikan
atau bukti sewa minimal 3 (tiga) tahun, peralatan kantor,
sarana dan prasarana internet;

b. memiliki sistem manajemen mutu; dan

c. memiliki tenaga ahli di bidang kepelautan yang memiliki sertifikat
kompetensi serendah-rendahnya setingkat dengan Ahli Nautika
Tingkat Il (ANT IllI) atau Ahli Tehnika Tingkat 1l (ATT IlI) atau
Diploma IV Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan
(KALK) dan/atau Ahli Nautika Kapal Penangkap lkan Tingkat |
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